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[bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc189651950][bookmark: _Toc199792021]2.1.1 Konsep Dasar Kinerja
Menurut Moeheriono (2012), “Konsep dasar kinerja iyalah merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kebijakan atau kegiatan. Kinerja dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, misi, dan sasaran organisasi. Dan kinerja juga dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing individu.”
Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma etika. Kinerja sering kali diidentikkan dengan prestasi kerja, produktivitas, dan efektivitas dalam melaksanakan tugas.


Kinerja memiliki beberapa dimensi penting yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur sejauh mana tugas telah dilakukan dengan baik. Beberapa indikator tersebut antara lain adalah kuantitas kerja, kualitas kerja, ketetapan waktu, efektivitas, dan komitmen terhadap tugas. Dalam penelenggara pemilu, khususnya Pilkada, indikator kinerja dapat mencakup ketepatan distribusi logistik, kelengkapan dokumen pemungutan suara, ketepatan waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan pemilu. Sejalan dengan pendapar Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualtitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
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dengan tanggung jawab yang diberikan.
Konsep dasar kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok yang dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan organisasai. Kinerja merupakan pengukuran tingkat pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan keinginan pegawai.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang atau suatu kelompok kerja cukup beragam. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi kerja, kompetensi, sikap kerja, dan kepuasan kerja. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan kerja, ketersediaan fasilitas dan sarana kerja, gayakepemimpinan, serta kebijakan dan dukungan organisasi. Dalam konteks KPPS hal ini bearti bahwa kualitas pelatihan, ketersediaan logistik, serta bimbingan dari KPU dan PPS sangat menentukan keberhasilan kerja KPPS dalam menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara jujur, adil, dan transparn.
Definisi kinerja menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan.
Bernardin dan Russel, menjelaskan bahwa kinerja adalah catatan hasil yang diperoleh dari kegiatan atau fungsi pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu.


Kinerja juga erat kaitannya dengan akuntabilitas dan profesionalisme. Aparatur negara atau penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu menjalakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, karena setap tindakan dan hasil kerjanya akan dipertanggung jawabkan kepada publik. Dalam hal ini, KPPS harus mampu menunjukkan kinerja yang objektif, netral, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penilaian kinerja KPPS dapat dilakukan melalui observasi langsung, evaluasi oleh atasan atau lembaga pengawas pemilu, serta melalui kepuasan masyarakat sebagai pemilih.
Dengan demikian, memahami konsep dasar kinerja secara mendalam menjadi penting dalam menilai sejauh mana KPPS mampu menjalankan perannya secara optimal dalam Pilkada. Kinerja yang baik tidak hanya terlihat dari hasil akhir berupa terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari proses, sikap, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh anggota KPPS dalam setiap tahapan pemilu. Evaluasi kinerja KPPS dapat menjadi dasar perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu dimasa depan agar semakin berkualitas, terpercaya, dan demokratis.
[bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc189651951][bookmark: _Toc199792022]2.1.2 Indikator Kinerja
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Menurut Robbins (2016:260) “indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sajauh mana pencapain kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah: (1) Kualitas Kerja; (2) Kuantitas; (3) 


Ketepatan Waktu; (4) Efektifitas; (5) Kemandirian.”
Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan, program, atau sasaran dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Untuk menilai kinerja KPPS ada beberapa indicator digunakan yaitu, efektivitas dan efisiensi sejauh mana tugas KPPS diselesaikan sesuai waktu dan sumber daya yang tersedia, kualitas layanan yang diberikan KPPS kepada masyarakat, termasuk transparansi dan kejujuran, produktifivas jumlah tugas yang di selesaikan sebanding atau tidak dengan target, ketepatan waktu penyelesaian tugas dalam waktu yang ditentukan, seperti proses penghitungan suara, kepuasan masyarakat dan peserta terhadap kinerja KPPS.
Indikator kinerja merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang atau suatu kelompok telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas kerja, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks organisasi atau peyelenggara pemilu seperti KPPS, indikator kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Indikator kinerja KPPS secara lebih spesifik dapat meliputi beberapa aspek diantaranya adalah :
1. Ketetapan waktu dalam menjalankan seluruh tahapan pemungutan suara sesuai dengan jabwal yang telah ditentukan.
2. Kelengkapan administrasi, yaitu sejauh mana dokumen-dokumen seperti daftar hadir, formulir C1 dan kotak suara dikelola dengan benar dan lengkap.
3. Kualitas pelayanan kepada pemilih, termasuk keramahan, kejelasan informasi, dan kesigapan dalam membantu pemilih.
4. Kepatuhan terhadap prosedur, yaitu sejauh mana KPPS melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan teknis dari KPU.
5. Kemampuan menyelesaikan masalah dilapngan, seperti menangani pemilh yang tidak terdaftar atau suara yang rusak dengan cepat dan tepat.
              Selain itu indikator kinerja juga mencakup dimensi etika dan integritas. KPPS dituntut untuk bekerja secara netral, tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan suara pemilih. Kinerja yang baik tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses kerja yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPPS sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. 
                Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut, diharapkan evaluasi terhadap kinerja KPPS dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Penilaian kinerja bukan hanya bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pemilu, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang. Melalui indikator yang tepat dan terukur, kinerja KPPS dapat ditingkatkan sehingga dapat berkontribusi pada terwujudnya pemilu yang berkualitas dan demokratis.
[bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc189651952][bookmark: _Toc199792023]2.1.3 Peran dan Struktur KPPS
Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Peran merupakan kewenangan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya. Sementara itu, menurut Koentjaraningrat, struktur sosial adalah	kerangka	yang	menggambarkan	hubungan berbagai unsur dalam masyarakat.
Peran dan struktur KPPS terdiri dari 7 anggota, sudah termasuk seorang ketua. Struktur ini diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Dan dalam manajemen kinerja KPPS berkaitan dengan bagaimana mereka menjalankan tugas berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada karena berada di garis terdepan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS bertugas untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga perolehan suara. Selain menjalankan tugas teknis, KPPS juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pemilih serta menjaga integritas dan transparansi jalannya pemilihan. Dengan kata lain, keberhasilan Pilkada di tingkat TPS sangat bergantung pada kinerja dan profesionalisme KPPS.
Pembagian tugas dilakukan secara kolektif dan setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu, seperti mencatat daftar hadir pemilih, membagikan surat suara, membantu pemilih yang membutuhkan, mereskap segala hasil dari aplikasi Sirekap hingga melakukan penghitungan suara secara terbuka. KPPS juga dibantu oleh satu orang petugas ketertiban yang bertugas menjaga keamanan dan keteraturan selama proses pemungutan suara. Dengan struktur yang terorganisir dan pembagian peran yang jelas, KPPS diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efisiensi dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan demokratis.

[bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc189651953][bookmark: _Toc199792024]2.2 Penelitian yang Relevan
Penelitian relevan menurut Sugiyono adalah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian relevan berguna untuk menghindari pengulangan penelitian dengan topik yang sama.
Hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja KPPS pada pemilu Legislatif 2018 (Wijaya R 2018). Penelitian ini menganalisis hubungan antara pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja KPPS di TPS daerah perkotaan. Hasilnya menenjukkan bahwa pelatihan yang diberikan secara intensif sebelum pemilu berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPPS. Motivasi kerja juga ditemukan sebagai faktor penting yang menentukan ketelitian KPPS dalam proses penghitungan suara dan penelitian ini juga menyoroti hubungan antara pelatihan dan motivasi dengan kinerja KPPS yang menjadi salah satu focus penting untuk dikaji.
Selain itu juga penelitian berjudul Studi Kepuasan Pemilih terhadap Pelayanan KPPS pada Pemilu Serentak 2019 (Rahmawati N dan Setiawan D 2020). Penelitian ini focus pada tingkat kepuasan para pemilih terhadap layanan layanan KPPS di TPS. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pemilih meliputi keramahan petugas, kecepatan pelayanan dan bagaimana caramengelola antrian di TPS dan penelitian ini memberikan perpektif tambahan tentang bagaimana kinerja KPPS dilihat dari sisi masyarakat pemilih.
[bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc189651954]Antisipasi Beban Kerja Petugas KPPS dalam Pemilu 2024, studi ini membahas kekhawatiran terkait beban kerja berlebihan yang dialami oleh petugas KPPS pada Pemilu 2019, di mana banyak petugas mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Penelitian ini menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menghindari kejadian serupa pada Pemilu 2024.

[bookmark: _Toc199792025]2.3 Kerangka Berfikir
Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kerangka berpikir juga berfungsi sebagai landasan teori untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian. Kerangka berpikir yang dibuat oleh Sugiyono berbentuk bagan alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan Pilkada sangat ditentukan oleh Kinerja Penyelenggara Pemilu ditingkat bawah, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kinerja KPPS mencakup pemahaman terhadap terhadap tugas, tanggung jawab dalam memfasilitasi pemilh, ketepatan waktu, netralitas, serta kemampuan menyelesaikan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara profesional. Berdasarkan teori kinereja publik, kualitas kerja penyelenggara pemilu dapat dianalisis melalui indikator efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang terlihat selama proses Pilkada berlangsung.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar utama demokrasi yang membutuhkan penyelenggaraan yang baik. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memegang peran penting dalam memastikan pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil, dan transparan.
Namun, berbagai faktor dapat memengaruhi kinerja KPPS, seperti beban kerja, pelatihan, serta kesiapan mental dan fisik petugas.
Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, kerangka berfikir dalam penelitian “Analisis Kinerja Kelompok Peyenlenggara PemungutanSuara (KPPS) Dalam Pilkada 2024”. Adapun alur pemikiran dalam penelitian dapat disajikan pada bagan dibawah ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
[bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc189651955]Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja KPPS dalam PILKADA 2024
Hasil Akhir Pilkada
(Akuntabilitas dan Transparan)

[bookmark: _Toc199792026]2.4 Hipotesis
Menurut Sugiyono (2019), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis ini didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.
Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu dengan diterapkannya faktor seperti pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman dan ketersediaan fasilitas juga sangat mempengaruhi kinerja KPPS.Dan kinerja KPPS di kelurahan Tegal Sari Mandala III lingkungan 13 dipengaruhi oleh manajemen waktu, koordinasi antaranggota dan juga komunikasi dengan pemilih.

